GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK ACEH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
MUSTAQIM SUKAMAKMUR YANG BERSUMBER DARI DANA
HIBAH MICROFINANCE FOR INNOVATION FUND

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mendorong dan mendukung pertumbuhan
ekonomi terutama dalam perluasan pembiayaan kredit perbankan
untuk usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penyertaan modal
Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf
¢, Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 16
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada
Badan Usaha Milik Aceh perlu melakukan penyertaan modal
Pemerintah Aceh pada Bank Aceh dan BPR Mustagim
Sukamakmur;

c. bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Penerusan Hibah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh tentang Hibah
Microfinance for Innovation Fund (MIF) Nomor PPH-
023/MK.7 /2014 tanggal 8 Oktober 2014;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada
Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Mustagim Sukamakmur;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
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5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3504);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, TLD NAD No.
05); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15);
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17. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 59);

18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

19. Qanun Aceh Nomeor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun

2015 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
ACEH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH DAN PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSTAQIM SUKAMAKMUR YANG
BERSUMBER DARI HIBAH MICROFINANCE FOR INNOVATION FUND.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah
Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdin

atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA

merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta

ditetapkan dengan Qanun.

5. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang
belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat
dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin,
inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan
kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal Aceh pada BUMA vyang
berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.

7. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah
semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau
untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan,
kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-
Undang.
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8. Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang selanjutnya disebut PT. Bank
Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999,
yang dikuatkan dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H. Nomor 55
tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akte
Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009
tanggal 9 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83
Tambahan Berita Nepara Republik Indonesia Nomor 25681.

9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustagim
Sukamakmur yang selanjutnya disebut PD BPR Mustaqim
Sukamakmur adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan
sistem konvensional maupun syariah yang berkantor pusat di
dalam wilayah Aceh.

Pasal 2
(1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada BUMA vang
bersumber dari hibah Microfinance for Innovation Fund Tahun
Anggaran 2015 adalah Rp.72.804.841.916 (tujuh puluh dua milyar
delapan ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu
sembilan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Sebesar Rp.9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) kepada PD.
BPR Mustaqgim Sukamakmur; dan

b. Sebesar Rp.63.804.841.916 (enam puluh tiga milyar delapan
ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu
sembilan ratus enam belas rupiah) kepada PT. Bank Aceh;

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah konversi kekayaan Pemerintah Aceh yang telah
ditempatkan pada PD. BPR Mustagim Sukamakmur ke dalam
bentuk penyertaan modal Pemerintah Aceh.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah pemindahan kekayaan Pemerintah Aceh secara tunai dari
Rekening Kas Umum Aceh ke rekening PT. Bank Aceh melalui
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 3

(1) Mekanisme pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh Pegjabat
Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) dengan menerbitkan SPM atas
beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA).

(2) Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D berdasarkan
SPM yang diajukan oleh PPKA.

Pasal 4

(1) PT. Bank Aceh menyerahkan Bukti Kepemilikan Saham
Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima.

(2) PD. BPR Mustagim Sukamakmur menyerahkan Bukti Kepemilikan
Saham Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima.
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(3) Pemerintah Aceh mendapat deviden atas tambahan penvertaan
modal dimaksud.

Pasal 5

(1) Pemerintah Aceh melalui Dinas/Biro teknis terkait berkewajiban
meclaksanakan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Aceh tentang Hibah Microfinance for
Innovation Fund (MIF) Nomor PPH-023/MK.7/2014 tanggal 8
Oktober 2014.

(2) PT. Bank Aceh di samping melaksanakan ketentuan umum dan
SOP Perbankan, juga mempedomani manual book Panduan
Penggunaan Dana Hibah Microfinance For Innovation Fund yang
diterbitkan oleh Dircktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian
Keuangan Republik I[ndonesia dalam penyaluran kredit yang
bersumber dari penyertaan modal ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 17 April 2015
27 Jumadil Akhir 1436
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ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 April 2015
<7 Jumadil Akhir 1436
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